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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/5/KEP/413.013/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PADA FASILITAS KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

TINGKAT PERTAMA PEMERINTAH KABUPATEN

LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran
pengelolaan  keuangan daerah di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran
2020, serta guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal
8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011, perlu menunjuk Pejabat Kuasa
Bendahara Umum Daerah Yang Diberi Wewenang
Menandatangani Surat Pengesahan Pendapatan dan
Belanja Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran
2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 43595);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
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11.

12.
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14.

15.

16.

17.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 10/E});

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2019 Nomor 86).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Menunjuk Sdr. Achmad Fahmi Rizal, S.E., M.M,,
NIP. 19750226 200112 1 003, Kepala Bidang Akuntansi
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan selaku Pejabat Kuasa Bendahara
Umum Daerah Yang Diberi Wewenang Menandatangani
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud diktum KESATU,
mempunyai tugas :

a. menyiapkan surat pengesahan dan belanja dana
jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan
tingkat pertama Pemerintah Kabupaten Lamongan;

b. menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan
belanja;

c. melakukan konsolidasi atas realisasi pendapatan
dan belanja dana jaminan kesehatan nasional ke
laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan keuangan daerah.

KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diktum
KESATU memberikan contoh spesimen tanda tangan
dan paraf sebagaimana tersebut dalam lampiran
Keputusan ini.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se Salinan sesuai dengan aslinyz:

Kabupaten Lamongan; KEPALA BAGIAN HUKUM,
3. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara di

Bojonegoro;
4. Sdr. Pejabat dimaksud. JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/5/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT KUASA BENDAHARA

UMUM DAERAH YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT
PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA FASILITAS

KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PEMERINTAH

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Nama /NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Paraf

2

3

4

Achmad Fahmi Rizal, S.E., M.M.
NIP. 19750226 200112 1 003

Kepala Bidang
Akuntansi
pada Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Kabupaten
Lamongan

gea

o

BUPATI LAMONGAN,

ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

(S—

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001




